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BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dituntut kemandirian pemerintah daerah
untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi
fiskal secara lebih bertanggungjawab;

b. bahwa untuk menggali dan mengelola seluruh potensi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah
Daerah dapat memberikan Insentif sebagai motivasi
kepada aparat atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai kinefa
tertentu;

c. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun
201 1 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
tidak sesuai perkembangan masyarakat dan tidat dapat
memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan sehingga perlu
diatur kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tora-ja Utara.

1

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 20O7 tentang Perubahan Ketiga
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atas undans.unall i#%; ;*:hll'tffitr
Ketentuan urn:] :"1^#;;; ' ioot Nomor 85,

Negara Repl'bt',k--T:"J;;" ;;;;; k Indonesia Nomor

Tambahan Lembaran n

Pajak dan Surat Paksa

Indonesia Tahun 2000 No

*-egar" Republik Indonesia Nomor 3987);

S. Un"aang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari

rorupsi, 
- fotusi dan Nepotisme (l'embaran Negara

neput[t Indonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan l'embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 lentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O08 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



J

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Anta-ra Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8
Tahun 20 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2OlO tentang Pokok - Pokok Pengelolaare
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahart Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6).

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Toraja Utara yang selanjutnya disingkat SEKDAKAII.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toraja Utara.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas tertentu dibidang Pqlak Daerah dan Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undalgan yang berlaku.

7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagr sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izir, tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau
retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetor€rnnya.
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Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan
asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan
dengan besamya tanggung jawab, kebutuhan, serta
karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB Ii

INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Insentif diberikal kepada Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Insenlif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

secara proporsional dibayarkan kepada :

a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan
tanggung jawab masing-masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
lembang/kelurahan dan kecamatan kepala
lembang/ lurah atau sebutan lain dan camat, dan
tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi
Pelaksana Pemungut P4jak Daerah; dan

e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum
diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di
Daerah.

Pasal 4

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai
kinerja yalg dinilai berdasarkan target penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(21 Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksudkan untuk meningkatkan:
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a. kinerja Instansi;
b. semangat ke{a bagi pejabat atau pegawai Instansi;
c. pendapatan daerah; dan
d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,
Insentif untuk triwula-n tersebut dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya dan yang telah mencapai target
kineq'a triwulan yang ditentukan dibayarkan sebagai
berikut :

a. sampai dengan triwulan I : 15 %o (lima belas per
seratus);

b. sampai dengan triwulan II : 40 %o (empat puluh
per seratus);

c. sampai dengan triwulan III : 75 o/o (tujuh puluh
lima per seratus);

d. sampai dengan triwulan IV : lOO o/o (seratus per
seratus).

(5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai
15 7. (lima belas per seratus) atau lebih, Insentif
diberikan pada awal triwulan II.

(6) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 %
(lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada
awal triwulan II.

(7\ Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40 7o

(empat puluh per seratus) atau lebih, insentif diberikan
untuk triwulan I, yang belum dibayarkal dan
triwulan II.

(8) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari

40 o/o (enpat puluh per seratus), insentif untuk triwulan
II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

(9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari
75 % (tujuh puluh lima per seratus), insentif tidak
diberikan pada awal triwulan IV.

(f 0) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 Yo

(tujuh puluh lima per seratus), atau lebih, insentif
diberikan pada awal triwulan IV.

(11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai
7OO o/" (seratus per seratus), atau lebih , insentif
diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
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(12) Apabita pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari
IOO y" (seratus per seratus), tetapi lebih dalri 75 o/"

(tujuh puluh lima per seratus), insentif diberikan untuk
triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum
dibayarkan.

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5 %o (lima per
seratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenan
untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(21 Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran berkenan.

Pasal 7

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2\ dan besarnya pembayaran Insentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:
a. Kelompok Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah

sebesar 10 7o (sepuluh per seratus);
b. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 90 7o (sembilan
puluh per seratus).

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IIi

KETENTUAN PENUTUP

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pasal 9
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Daerah
dicabut

(21 Hal-hal yang betum
Bupati ini sepanjang
ditetapkan oleh Bupati.

pasal l0
( 1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala

ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman dan
berdasarkan pada Peraturan Bupati ini.

l2l Pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang
dikelola oleh Badan atau Lembaga atau Kelompok
Masyarakat, maka pemberian dan pemanfaatan Insentif
Pemungutan wajib dibuat dalam bentuk kerjasama dan
atau pe{'anjian dengan berpedoman pada Peraturan
Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkal di Rantepao
pada tanggai 31 Desember 2012

BU RAJA UT

FREDE SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada

SEKRET S RAH

KABUPAT RAJA TARA,

LEW NRA LAtsI'

tribusi Daerah (Berita
Tahun 2011 Nomor 121.
rlaku.

cukup diatur dalam peraturan
mengenai teknis pelaksanaan

SEKDA

ASISTEN

8AG, HU$(UNI

BERITADAERAHKABUPATENToRAJAUTARATAHUN2oI3NoMoR65

r
t{


